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ABSTRAK

Almukram. 2022. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik
antara PT. Perkebunan Nusantara dan Masyarakat Maiwa di Kabupaten
Enrekang. (Di Bimbing oleh Dr. Jaelan lisman, M.SI dan Ahmad Taufik, S.IP.,

M. AP). A
: iya kenflik antara masyarakat dan

Penelitian untuk Mengetah i se
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Bt I at, aka pengemhahan
lahan yang d:lukuk!m pcmenmah tidak adil dan uduk merata. Meskipun
penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam
hal ini pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membeda-bedakan satu sama
lainnya. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi setiap permasahalan yang terjadi
sudah tepat mempertemukan kedua belah pihak yakni Masyarakat dengan PT.PN
Keera Unit Maruangin dan juga Pemerintah Enrekang melakukan verifikasi lahan
tersebut harus hati-hati karena potensi konflik besar kemungkinan akan terjadi
karena warga mengklaim tanah yang selama ini dikuasai oleh PT.PN hanya
mengandalakan bukti alam saja tidak secara adminitrasi atau tidak mempunyai
sertifikat tanah.

Kata Kunci : Peran Pemerintah. Konflik PT. Perusaan dan Masyarakat
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BAB1
PENDAHULAUN

A. Latar Belakang

Masalah konflik di i m s

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda
tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut

discbabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karaktek yang
unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki
nilai-nilai yang memandu pikiran dan prilaku yang memotivasi kita untuk
mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya. Orang sering




berangapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan
sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataanya tidaklah demikian,
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Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas
kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada
bhineka tunggal ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian
hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab
negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan.

Berdasarkan peraturan kepala BPN NO 3 tahun 2011 tentang
pengelolahan pengkajian dan penaganan kasus pertanahan membedakan




dengan tegas batasan kasus, sengketa, perkara dan konflik pertanahan (
meliputi kawasan perairan; udara; dan hutan). Kasus dibatasi sebagai
-sengketa, konflik, atau perkara perta
untuk mendapatkan penanga
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memperebutkan lahan yang masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka
memiliki hak atas tanah tersebut. Warga mencari keadilan melalui berbagai
upaya, lewat Bupati Enrekang, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
dan ke Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) sekalipun. Namun, konflik tetap
berkepanjangan, tak ada jalan keluar. Pembaruan HGU yang habis baru
diajukan lagi oleh pihak PTPN Maroagin pada 2008. Namun, pemerintah

Kabupaten Enrckang enggang memberikan perpanjangan izin HGU PTPN di




Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dengan alasan,lahan ribuan hektar
tersebut hanya di telantarakan PTPN, dan tidak memberikan kesejahteraan
g. Bahkan, pemerintah Kabupaten
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saja yang melakukan aksi tersebul tetapi semua Masyarakat yang ada di
kawasan Kabupaten Enrekang pada umumnya. Pemerintah Kabupaten
Enrekang pada saat itu juga sedang membahas rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang, dengan
pasal kontroversial berupa perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan
kelapa sawit. Selain untuk kawasan kelapa sawit, PTPN juga mengokupasi

tanah masyarakat untuk menampungan air,




Karyawan PTPN unit maroagin di bantu 10 orang dari satuan Brimob
Polda Sulsel melakukan perusakan terhadap kebun dan lahan. Di awal

pembukaan perkebunan PTPN

asai 5.320 hektar di Kecamatan yang

akan ditanami kelapa sawi jan dari tanah tersebut adalah
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yang melanggar hak Rakyat.

Menurut  Dahrendorf (2008) mengemukakan bahwa masyarakal
mempunyai dua wajah (konflik dan consensus). Dahrendorf dengan teoritisi
konfliknya mengemukakan bahawa masyarakat disatukan oleh ketidak
bebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalamanya
masyarakat mendegelasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya




bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan

konflik sosial sistematis,

salah satu acuan unwk mengetahui tentang Konflik masyarakat dengan
PT.PN X1V Unit Maroangin dan memberikan manfaat tersendiri bagi penulis
di masa yang akan datang. Adapun kegunaan penelitian ini di lakukan yaitu
sebagai berikut:
A Teoritis [Imiah
Secara teoritis hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi
referensi, memberikan manfaat dan dapat berkonstribusi dalam menambah




ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya tetang Peran

Pemerintah dalam Konflik antara Mayaraka dengan PT.PN XIV Unit




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitan Terdaulu

No| Nama | Judul Penglitia LIS Hasil Penelitan
Peneliti
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kerugian secara
materiil dan korban
jiwa. Adapun solusi
Pemerintah  Daerah
Kabupaten Lampung
Timur, yaitu dengan
memfasilitasi upaya
perdamaian,beker]
asama «dengan
berbagai instansi dan
Lembaga
kemasyarakatan
seperti FKUB,
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Kampung
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yang ditentukan | menangani  Konflik

melalui teknik | Tapal Batas antara

purposive sampling | kampung Muhur Dan
Kampung Kalig,
Sang Sang adalah
negosiasi, mediasi,
fasilitasi.  Adapun
hambatan
penyelesaian konflik
tersebut adalah
ketidak sabaran
masyarakat, ego satu
sama laian  masih
tinggi, belum

FKDM, FPK, dan
memberikan
santunan serta
bantuan kepada
pihak-pihak  yang
terkena dampak
konflik. Solusi yang
oleh
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memiliki data yang
akurat  dan  susah
digjak  berdiskusi
karena selalu salah
anggapan  terhadap

ini

kampung Muhur Dan
Kampung  Kalig,
Sang Sang adalah
negosiasi,  mediasi,
fasilitasi. Dimana
Posisi  Pemerintah
Kecamatan  Silug
Ngurai dalam
menangani  konflik
tapal batas antara
Kampung Muhur dan

Kampung Kalig
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Manji

pemerintah kota

terhadap
perkelahian

makassar

antar kelompok
di

kota

\
\
RS

penelitian kualitatif
dengan melakukan
wawancara
mendalam dan
observasi terhadap
sejumlah informan
yang ditetapkan

secara relenasi

profesionalitas.

adalah metral tidak
memihak pada salah
satu kubu.
Seharusnya
Pemerintah
kecamatan silug

ngurai harus
melakukan  mediasi,
egosiasi,  fasilitasi

simpulan bahwa (1)
Terhadap  keempat
faktor penyebab
perkelahian  antara
kelompok yang
dikuasai peristiwanya
oleh Pemerintah Kota
Makassar, utamanya
oleh manusia-
manusia  pemerintah
vang berada dalam
safua-satuan  Kerja
perangkal kota vang
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relevan serta instansi
terkait tidak  diikuti
dengan upaya
peredeman yang
tuntas secara
professional  serta

pihak yang diperintah
dalam berbagai status
khususnya  mereka
yang memiliki
tanggung jawab yang
relevan dengan
peristiwa perkelahian
antara  kelompok,
tidak antisipatif dan
kreatif sehingga
penyelesaian  yang
dilakukan hanya
sampai pada tingkat
proforma karena
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keterikatan pada
deskripsi yang
diemban serta selalu
berada dalam jalur
kepenegakkan

prosedur bagi
manusia  pemerintah
dengan atrubut

seyogyanya
diperankan  dengan
maksimal.

dengan saat
penelitian ini disusun
pemerintah kota
Manado sudah
melakukan  banyak

upava
penanggulangan
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maraknya terjadinya
kekerasan  konflik
antar kelompok
warga atau  yang
dikenal dengan
istilah “tarkam”
(tawuran  antar
kampung/kelompok)
Pembentukan tim

perkelahian  antar
kelompok  (Tarkam)
vang  kerap  kali
terjadi di Kot
Manado,  sehingga
menimbulkan  rasa
tidak
amankecemasan dan
ketakutan pada warga
‘masyarakal. "
menciptakan
‘keamanan dan
ketertiban warga
ternyata belum dapat




menemukan  solusi

yang pas dalam
menangani
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A. Konflik Ekonomi
Konflik ekonomi adalah konflik yang berlangsung karena perebutan
sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Beberapa contoh seperti, a).
Kontlik masyarakat dan pemilik modal dalam soal sengketa tanah, antara
perusahaan dan masyarakat. b). Konflik antara masyarakat dan pemerintah
dalam kasus pertembangan emas, timah dan penggalian pasir. ¢). Konflik
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antara masyarakat vs masyarakat dalam hal perebutan lahan. d). Konflik
antara warga dan preman dalam soal perebutan lahan parkir.

Konflik merupakan pertentan berbagai kepentingan yang sangat

/\ onomi, tetapi juga ideologi,
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dua dimensi yang meliputi dimensi fundamental (biasanya diengaruhi
aspek budaya dan ideelug_i.' berhubungan dengan masalah identitas), dan
dimensi intrumental (biasanya dipengaruhi aspek politik dan ekonomi,
berhubungan dengan masalah instrumental dan maeril).
B. Konflik Sosial
Konflik sosial adalah konflik yang timbul karena masyarakat terdiri

atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karaktaristik yang




MILIK PERPUST iy
UNISMUH 3ic =

B

berbeda, masyarakat yang tersusun dalam kelompok dan strata yang

berbeda. Beberapa contoh seperti, a). Kemiskinan bisa memicu konflik

sosial dengan pengelompokan wiigga yakni kelas atas, menengah dan

berada atau yang menentang subyektifitas individu tersebut.

G. Simmel mengemukakan bahwa suatu konflik oleh para anggota
yang terlibat konflik sebagai sesuatu yang memperjuangkan kepentingan
individu,semakin cenderung konflik akan berlangsung secara keras.
Konflik dapat dipahami sebagai sesuatu yang berakhir, semakin kurang
kecenderungan konflik akan menjadi keras.
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2. Konflik Sosial

Kebijakan Publik merupakan proses penggunaan kewenangan negara yang

Wi
V
" Ny

tindakan tersebut™. Studi “sifat sebab, dan akibat dari kebijakan publik” ini
mengisyaratkan agar kita menghindari fokus yang sempit dan menggunakan
pendekatan dan disiplin yang bervariasi.

Kebijkan Publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah
untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever goverments

choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan




19

publik mencakup sesuatu yang tidak dilakakukan oleh pemerintah disamping
yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah

publik. Defenisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl

i bt s ah
Wi B

7N .
s e

kebijakann dapat dikembangkan.pada level vang lebih dalam, analisis
kebijakan mengkaji bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan dibuat,
sehingga dengan demikian proses kebijakan adalah serangkaiann keputusan

atau kumpulan keputusan yang saling terkait.
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3. Konsep Peran pemerintah

A. Pengertian Peran Pemerintah

antung dari
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upaya untuk menganalisa masyarakal. Tingkah laku seseorng yang
memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut peranan sosial.
Sedangkan menurut Winarmo (2007) bahwa presiden (Eksekutif), lembaga
Yudikatif, lembaga Legislatif bahkan badan-badan administrasi
mempunyai  tugas masing-masing dalam  penentuan  kebijakan.
Kebijakankebijakan yang diambil biasanya dapat meminimalisir masalah-
masalah yang terjadi dan berkembang di masyarakat.
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Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya kaitan
bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu . semakin
berat peran yang dimainkan

masyarakat. Dan sel_:u

emakin tinggi pula statusnya dalam

; 'ml peran yang dilakukan

dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapakan untuk berprilaku
secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan
posisi seseorang dalam masyarakal, dan keduanya memiliki kesamaan
posisi.

Peran diartikan pada karakterisasi yang di sandang untuk dibawakan

oleh sescorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks

sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang




ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seseorang aktor

adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama

wa YUy,
Q’ wp\KASs‘l

perusahaan apabila permasalahan pemutusan hubungan kerja tidak

diselesaikan dengan kata sepakat dari kedua belah pihak. Peran

pemerintah yang dimaksud oleh (Ariefgii, 2012) dalam pembinaan

masyarakat antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator yaitu peran pemerintah adalah
menyiapakan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan
pembagunan melalui penerbitan perturan-peraturan.  Sebgai




regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masvarakat

sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan

"

wuar o ki

permodalan melalui pemberian bantuan modal kepala masyarakat
yang diberdayakan,
2. Peran Pemerintah
Peran pemerintah dalam mengelolah sumber daya tanah tidak
hanya melindungi fungsi dan nilai strategisnya bagi masyarakat,
bahkan memberdayakan agar fungsi dan nilai tersebut menjadi

sempurna penggunaanya dan pemanfaatanya sebagai mana yang diatur
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dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 vaitu * bumi dan air
dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesr-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini
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Sulawesi Selatan kabupaten Enrekang kecamatan Maiwa, masalah
kasus sengketa tanah senantiasa terjadi dan menempati ranting
st

C. Kerangka Fikir

Peran pemerintah menurut Munir bahwa dalam penyelesai suatu koflik

maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan melalui Mediasi,
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Penanganan dan Verivikasi. Melalui Mediasi pengendalian konflik dengan

cara mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak vang berkonflik sepakat

untuk menunjuk pihak ketiga sebagaidnediator, Penanganan mengukur peran

' i3
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Mediasi Penanganan Verikasi lahan

Penyelesaian konflik antara e}

masyarakat dan PT PN

¥
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D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian
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yang berkonflik dan mendegarkan tuntutan serta melakukan lobby

terhadap masing-masing pihak yang berkonflik.
E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun desknpsi fokus penelitian yang dijelaskan oleh peneliti sebagai
berkut:

I. Mediasi vaitu pemenntah dapat menangani konflik vang terjadi di lima

desa Kecamatan Maiwa di Kabupaten Enrekang dengan cara




27

memediasikan agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian kepada
kedua belah pihak yang berkonflik

2 Penanganan yaitu pemerintah ddpat meberikan tawaran kepada PTPN




BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Wakitu dan Lokasi I‘ene{iﬁs
: / 2. bulan setelah ujian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang
bersifat ilmiah. melalui prosedur yang telah ditetapkan.

I Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu sesuatu
penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses
penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat di Maiwa Kabupaten
Enrekang.

28
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2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus di maksudkan
untuk memberikan gambaran secaradjelas mengenai masalah-masalah vang
diteliti yang pernah dialami olel it /\

dasarkan F]ﬂ“gnlﬂ,ﬂ:[aﬂ1
C. Sumber Data

Cara tersebut dapat dibagai atas tiga bagian, yakni melalui : observasi

1. Observasi

Observasi  yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan langsung fterhadap objek penelitian mengenai Peran
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Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan
Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang

2. Wawancara

dokumentasi dilakukan dengan mempelajan buku-buku dan hasil laporan
lain yang ada kaitannva dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam
Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara Dengan
Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data adalah proses mencan dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh darai hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,




i

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang penting dan yang akan dipelajdei, dan membuat kesimpulan sehingga

mudah dipahami oleh A~ \
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kualitatif pastinya hasil vang didapatkan
nantinya belum di ketahui ini di karena sumber dan pengumpulan data vang

di gunakan bermacam-macam. Analisis data kualitatif sifatmya induktif yang
dimana data vang di peroleh nantinya bisa di kembangkan menjadi hipot-m's.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisa data di lapangan
dengan mengambil model Miles dan Huberman dimana dalam analisa data
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kualitatif ini di lakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus
sampa dapat hasil yang tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

bagan, hubungan antar kategori dan sejemisnya. Biasanya yang sering

digunakan dalam metode analisa penyajian data berupa bentuk teks yang
sifatnya naratif. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar memudahkan
peneliti dalam memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan yang telah di pahami.




C. Verifikasi

Verifikasi dalam metode analisa data kualitatif menurut Miles dan

114

R\

el

W,

/4 rf_;d'

%

! N




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Eny

Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar

bemama maleppong bulan. Kerajaan ini bersifat manurung ( terdiri dari
kerajaan-kerajaan yang lebih kecil) Dengan sebuah federasi yang
menggabungkan 7 Kerajaan. Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan
suatu kerajaan besar bernama kawasan/kerajaan yang lebih di kenal dengan
federasi “pitu massenrempulu”, yaitu:

|, Kerjaan Endekan vang dipimpin oleh arung/puang Endekan

24
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2. Kerajaan kassa yang di pimpin oleh arung kassa

3. Kerajaan batulappa” yang dipimpin oleh Arung Batulappa

i

dalamnya yang di pecah.

Beberapa bentuk pemerintahdi wilayah massenrempulu pada masa itu,
yakni:

l. Kerajaan kerajaan di Massenrempulu pada zaman penjajahan belanda
secara admimstrasi belanda berubah menjadi landshcap. Tiap landshcap
dipimpimn oleh seseorang arung (zelftbesteur) dan dibantu oleh sulewatang

dan pabbicara/arung lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan belanda




sebaga Kontroleur. Federasi lima Massenrempulu™ kemudian menjadi

Buntu Batu. Malua, Alla” (Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan)
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€) Swapraja Maiwa
B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Enrckang secara geografis terletak antara 301436 -
3050°0"" Lintang Selatan dan antara 119040°53™" — 12006°33"" Bujur Timur.
Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47meter sampai 3.329 meter di
atas permukaan laut.
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Awal terbentuknya Kabupaten Enrekang hanya terdiri dari 9 kecamatan
(Maiwa, Enrekang, Baraka, Anggeraja, Alla, Maiwa Atas, Enrekang Selatan,
Alla Timur, Anggeraja Timur) kemfadian pada tahun 2002 di mekarkan
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Sebelah Timur Kabupaten Luwu
Sebelah Selatan Kabupaten Sidrap
Sebelah Barat Kabupaten Pinrang

Sumber : Badan pusat statitik Tahun 2021




C. Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang

Tabel 1.1

Tabel 1.2
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Pembagia Luwas Wilayah Kecamatan
Enrckang Sulawesi Selatan Tahun 2021

No Kecamatan | Luas Area (Km?)
1 Maiwa 392 87
2 Bungin 236,84
3 Enrekang 291,19
4 Cendana 01,01
5 Baraka 159,15
6 Buntu Batu 126.65

Kabupaten




7 | Anggeraja 12534
8 Malua 4036
9 Alla 34,60
10 Curio 178,51
11
12

ik,

Patondon Salu

No

1

2 | Salo Dua Desa
3 | Mangkawani Desa
4 | Botto Mallangga | Desa
5 | Batu Mila Desa
6 | Ongko Desa
7 | Bangkala Kelurahan
8 | Puncak Harapan | Desa
9 | Tuncung Desa
10 | Lebani Desa
11 | Tapong Desa
12| Baringin Desa
13 | Boiya Desa
14_| Matajang Desa




15 | Palakka Desa
16 | Pasang Desa
I7_| Paladang Desa
18 | Limbuang Desa
19 | Kaluppang
20 | Pariwang

21 | Labuku

asi 3 35-3 50
lintang Selatan dan 120 10 — 120 20 Bujur Timur vaitu berada di Desa Motto
Malagga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, Jarak
lokasi proyek kurang lebih dari 263 km dari Kota Makassar.

PT.PN unit kebun Keera Maruangin mengelolah perkebunan kelapa
sawit saal ini tanaman inti telah berstatus tanaman menghasilakan karena dan
hasil studi kelayakan pada areal penanaman di anggap cocok untuk
perkebunan kelapa sawit. Unsur iklim yang cukup mendukung dan keadaan




a1

tanah yang menurut kelas kesesuaian lahan. Sebelum memperdayakan
perkebunan kelapa sawit tentu saja dari perusahaan telah melalui uji

kelayakan pada keadaan alam vag ada di Desa Motto Malangga Di

a. Curah hujan Menurut sistem klasipikasi ikhim yaitu tanpa musim kemarau
yang nyata, bulan basah delapan bulan berturut-turut dan bulan kering 2
bulan. Curah hujan tahunan rata-rata 2,769 mm 155 hari hujan.

b. Suhu Lokasi provek rata-rata 268 C dengan suhu sehanan absolut
bersekitar 20,6 — 31,3 C dengan lokasi proyek sesuai bagi pertumbuhan
kelapa sawit.
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c. Lama penyinaran l.ama penyinaran di lokasi proyek berkisar 24-71 %
dengan rata-rata bulanan mencapai 47.9 % sedangkan lama penyinaran
matahari yang optimum bagi pertéiubuhan kelapa sawit adalah lebih besar

s
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produksi dapat mencapai 80-95% dari potensi optimum.

2. Visi Misi PT PN Keera Maruangin

Sebagai bada usaha yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan,
PT. Perkebunan Unit Kebun Keera Maruangin memaimkan peran strategis
dalam pengembangan kawasan Utara Indonesia. Peran ini di formolisasikan

dalam perusahaan yakni:




a Visi:

Mewujudkan agribisnis dikawasan Utara Indonesia yang kompetitif,

PTPN seluas 5.230 hektar. la berawal pada tahun 1973, lahan itu jadi bisnis
temak PT. Mulia Temak. pada tahun 1996, jadi PTPN XIV. Penggabungan
ini ikut mengubah haluan bisnis, dari ternak jadi perkebunan. Dalam
pelaksanaan pengembaganya PTPN XIV Unit Keera Maruangin berencana
akan melibatkan pekerja setidaknya akan membuka peluang kerja bagi 3.000
kepada keluarga. Namun menurut tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang ada

sekarang yaitu tenaga kerja langsung sekitar 1.500 orang dan tenaga kerja




tidak langsung sekitar 750 orang baik kariawan yang berasal dan dalam
maupun dan luar daerah. Kehadiran PTPN di Kecamatan Maiwa belum

diterima oleh masvarakat terutama/di Desa Botto Mallangga Kecamatan
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Konflik pada tahun 2018

Konflik pada tahun 2018 di Lima desa yang terdampak komlik dimana
Mayarakat yang merasa tanahnya dirampas berkumpul di depan Kantor
Bupati mereka sama-sama berunjuk rasa dan melawan petugas ke polisian
dimana masyarakal melakukan demonstrasi dengan tuntutan mengembalikan

hak mereka, sehingga pada demonstrasi tersebut kembali menelan luka-luka.
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Berikut keterangan wawancara dengan informan tersebut:

“Pada tahun 2018 aliansi Masyrakat Masenrempulu (AMPLU) di
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Solidaritas kelompok sering menjadi penyebab bagi kelompok untuk
membela anggotanya meskipun tidak mengetahui penyebab timbulnya
konflik. Konflik merupakan bagian dan demokrasi, karena cin tatanan
demokrasi adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran consensus,
dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik secara
damai, dan pembatasan kekerasan; serta luasnya kepercayaan dan loyalitas
terhadap pemenntah yang konstitusional dan demokratsi.




Ketika tanahnya dirampas masyarakat di Kecamatan Maiwa tidak bisa
berbuat apa-apa karena mereka sebagian tidak punya hak ke pemilikan tanah.

Warga yang di rampas tanahnya ditawari bekerja di PT.PN selama tujuh
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mereka juga ditawan pekerjaan dan di berikan tanah untuk menampung
hewan mereka tapi ternyata itu hanya janji yang di buat oleh pihak PT PN
terhadap masyarakat yang tanahnya di rampas.

Coser berpandangan bahwa karakteristik konflik dapat dibedakan
menjadi dua yaitu konflik nyata dan konflik tidak nyata. Konflik nyata
ditimbulkan dan rasa frustasi karena tuntutan tertentu yang tidak sesuai

dengan harapann yang ingin di capai oleh partisipasi. Adapun konflik tidak




nyata bukan disebabkan oleh tujuan-tujuan yang antagonis, melainkakn
kebutuhan untuk membebaskan ketegangan yang agresif dalam suatu
interaksi. Dalam hal lain, pilihan gang berlawanan bergantung pada faktor




G. Penyerbotan lahan warga oleh PT.Perkebunan Nusantara

Penyerobotan lahan warga yang dilakukan oleh PTPN dengan

yvang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti  desknminasi,
pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan

Penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan PTPN berawal
dari pemerintah memberikan HGU (Hak Guna Usaha) kepada PTPN seluas
350 hektar dengan kontrak per-25 tahun, ketika kontrak 1 sudah berakhir
maka pihak PTPN bermusyawarah kembali dengan Pemerintah Pusat apakah

kontraknya akan diperpanjang, sebelum diperpanjang Hak Guna Usahanya




tentu ada hal yang harus di sepakati oleh pihak PTPN terkait dengan
Peraturan Pemerntah Kehutanan ada beberapa syarat yang harus di penuhi

atau di lakukan salah satunya addlah bahwa dari keseluruhan Hak Guna

Usaha itu dikeluarkan 20% /\ .
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wa sebagian tan
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¢. Desa Batu Mila
d. Desa Pantondon Salu
e. Kelurahan Bangkala

Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dan kehidupan

manusia. Sebagai mahluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tanpa manusia




lam di sekitamya sehingga dalam interaksinya seringkali menimbulkan
persinggungan atau pergesekan. Pemecuhan kebutuhan dasar manusia sering

pula menimbulkan konflik karena/setiap orang pasti mengingingkan hajat
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masalah instrumental dan materil) Menurut Paul Watzalawick, setiap sikap

dan tindakan manusia merupakan penyampaian pesan dalam sebuah proses
komunikasi, konflik akan senantiasa melemah atau bertambah kuat, dan
hanya dapat diatasi dengan komunikasi itu sendiri. Dalam komunikasi kita
dapat membedakan menjadi dua tingkatan, vaitu isi dan hubungan. Keduanya
memberikan informasi vang dapat diinterpretasikan. Untuk dapat menilai
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komunikasi dan situasi konflik, dibutuhkan sebuah analisa (analisa transaksi
dan anahsa perasaan harga diri).
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dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan mediasi.

Cara ini lazim digunakan baik ditingkat lokal nasional maupun dunia
internasional dalam resolusi konflik. Peran pemerintah daerah dalam
melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dan upaya
mempertemukan kedua belah pihak atara PTPN dan Masyarakat Maiwa
dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutannya secara langsung.
Menggali informasi sebayak bayaknva dari masing-masing pihak dalam
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pertemuan , mengindetifakasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak
mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat

dalam pertemuan mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun
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i pemerintah daerah memiliki ajiban yang harus dilakukan dalam
menberikan fasilitasi  kementrian kehutanan antara masyarakat setempat
dengan pegelolah kelapa sawit. peran pemerintah daerah Kabupaten Enrekang
dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari
penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas) menetapkan waktuo
dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai

kesepakatan (sebagai fasilitator) Pengendalian konflik dengan cara mediasi




dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik ketika pemerintah memberikan
pemikiran atau nasthat nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan

pertentangan  mereka.Namun  cafa  pengendalian  ini  kadang-kadang
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seharunya melakukan pendekat baik kepada masyarakat maupun Perusahaan,
peran pemerintah sangatlah penting dalam mencegah atau mengatasi konflik
yang sudah belarut-larut Kunci utama dalam penyelesaian konflik adalah
komunikas. dengan melakukan komunikasi vang tepat diharapakan juga
mendapat solusi dan jalan terbaik. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai
penegah antara perusahaan dan masyarakat, pemerintah harus adil ndak boleh

memihak ke salah satu kelompok | yang menjadi penvelesaian konflik tersebut




adalah pemerintah yang benar-benar mengambil sikap antar kedua belah

pihak Peran pemenntah sangatlah penting dalam mengatasi konflik,
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status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang
terhadap sumber daya serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian
menimbulakan masalah- masalah seperti deskriminasi, pengangguran,
kemiskinan, penindasan, kejahatan.

a. Cara Pemerintah Memediasi Konflik antara PTPN dan Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Asma.SE selaku Wakil Bupat mforman
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yang membahas tentang indikator denga cara pemerintah memediasi antara

lain:

masyarakat yang merusak linkungan dan tanaman yang menjadi sumber
pendapatan warga setempat.

Hal senada juga vang diungkapakan oleh Rahmawati selaku Koordinator
Aksi sengketa pembebasan lahan berikut hasil wawancara penulis dengan
informan

“sampai sekarang konflik lahan ini tentunya masih di proses, kami

selalu melakukan mediasi memepertemukan kedua belah pihak yang




berkonflik dan akan melakukan veripikasi lahan kembali. Tentunya

pemenntah sekarang akan kembali melakukan perivikasi lahan, kami
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pertemuan secara musyawara untuk membahas permasalahan tentang
konflik Agraria. Dalam konflik ini pemeriniah dibantu oleh tokoh
masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mediasi, kita juga
melakukan negosiasi dan memfasilitasi. Segala cara kita lakukan, agar
daerah kita ini kembali aman seperti dahulu kembali” (wawancara
dengan N.M Tanggal 29 Februan 2022)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N.M vang membahas
tentang cara pemerintah memediasi konflik antara PTPN dengan masyarakat

yang menjadi salah satu indikator flari peran pemerintah dalam penaganan

konfhik tersebut, ketika memediz ‘/\ h pihak dengan cara melakukan
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peran pemerintah memediasi dalam penanganan konflik antara PTPN dengan
masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrckang penulis dapat menyimpulkan
bahwa pemerintah benar benar melakukan mediasi untuk mencar tau
kejelasan dari kedua belah pihak yang tetap mempertahankan haknya masing-
masing, dimana wilayah tersebut bukanlah wilayah vang seharusnya mereka
berada. Penulis pikir ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh

pemernintah dalam menagani masalah tersebut Hasil analisin dan jawaban




keempat informan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Cara Pemerintah

Memediasi Konflik antara PTPN dengan Masyarakat yaitu dengan cara

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Asman selaku informan yang
membahas tentang upaya vang dilakukan pemerintah untuk memediasi konflik
PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah Daerah dalam penanganan
konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang dapat
diketahui bahwa kita memediasi para pelaku konflik, kita memepertemukan
kemudian kita bicarakan baik-baik dan mencari jalan keluar agar masyarakat

dan PTPN dapat mejadi lebih baik.
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Berikut hasil wawancara dengan Rahmawasclaku informan yang
membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mmediasi

konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penanganan
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Berikut hasil wawancara dari N.M selaku informan yang membahas
tentang indikator upaya yang dilakukan pemerintah untuk memediasi konflik
PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penganan konflik
antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

“peran pemerimtah dalam menanggapi konflik 11 memang sangat

dibutuhkan, karena setiap pertemuan jarang sekali tidak adu mulut

dan kedua belah pihak maka dan itu pemerintah sering memberikan




saran dimana saran tersebut tidak menyudutkan salah satu pihak™
(wawancara dengan bapak N.M tanggal 29 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara‘dengan bapak N M selaku informan yang
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membahas tentang indikator kendala yang dihadapi pemerintah dalam

memediasi konflik PTPN dan masyarakat dalam peran pemerintah dalam
penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten
Enrekang
“hal-hal yang sering menjadi penghambat ketika pemerintah ingin
memepertemukan kedua belah pihak yaitu sering adanya salah satu

pihak tidak hadir dalam pertemuan atau musyawara baik dari PTPN
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maupun Pihak masyarakat yang bersangkutan™ (Hasil wawancara
dengan As Tanggal 23 Februan 2022)

\\\

J«gw&

/Illl l\\\k\\ﬁ
l" o

Eh el

’74!\:4»% D-P“* |
N0

dengan alasan sibuk atau ada kerjaan lain apalagi mayoritas
masyarakat Maiwa pekerjaannya adalah petani”.(Hasil wawancara
dengan RA tanggal |5 Februan 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan RA selaku informan vang mebahas
tentang indikator upaya yang dihadapi pemerintah dalam memediasi konflik
PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penaganan konflik
antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang, pemerintah
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memang sermg memepertemukan kedua belah pihak tapi yang jadi maslah
rencana itu hanya sekedar rencana baik dari PTPN maupun mayarakt karna

mereka pada sibuk apalagi masvar@kat it sendiri mayoritasnyanya adalah
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memediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam
penaganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten
Enrekang, pemerintah sebenamya sunah mejalankan tugasnya dalam cara
memediasi kedua yang konflik tersebut tetapi mereka yang berkonflik acuh
tak acuh menyelesatkan permasalahan kama mereka ingin menguasai

sepenuhnya
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Berdasarkan hasil wawancara dan ketiga narasumber di atas maka dapat
di simpulkan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah dalam memediasi

konflik PTPN dan Masyarakat vaitih kurangnva kesadaran dari kedua bela

pihak untuk menyelesaika /\

dari sisi lain mereka
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Untuk mengukur peranan pemerintah dalam melakukan penaganan dapat
dilihat dar upaya-upaya yang dilakukan seperti mengidentifikasi
permasalahan, mencant dan mengumpulkan mformasi dan masmg-masing
pihak vang berkonflik, mendatangi pihak- pihak yang berkonflik dan
mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing masing pihak
untuk menyatukan perbedaan.

Cara Pemenntah dalam Penanganan Konflik antara PTPN dan Masyarakat




Berikut hasil wawancara yang dengan wakil bupati Asman selaku
mforman dengan cara Penanganan yang membahas tentang peran pemerintah
mengenai konflik antara PTPN an masyarakat Maiwa di Kabupaten

dengan cara Penanganan yang membahas tentang peran pemerintah dalam

menangani konflik antara PTPN dan masyarakat Maiwa di Kabupaten
Enrekang.

“Pemenintah menunta kedua belah pthak melalw sebuah surat untuk
hadir dalam penyelesaian konflik antara PTPN dan Masyarakat
Maiwa tersebut. Pemerintah Daerah mengundang kedua belah pihak
baik itu dari pihak PTPN dan pihak dari Masyarakat Maiwa untuk
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hadir dalam musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah. Dan
meberikan tawaran yaitu negosiasi kemudian mengetahui sebab dari
awal persoalan yang terjadi” (Hasil wawancara dengan RA tanggal
15 Maret 2022)
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“Direksi PTPN telah menerima surat untuk menghadiri dan
membahas konflik yang berkepajangan ini guna untuk mencari solusi
agar Kedua belah pihak tidak berkonflik lagi” (wawancara dengan
bapak A Y Pada tanggal 20 Maret 2022)”

Berdasarkan hasi wawancara yang di ungkapakan oleh AY selaku

informan yang menjadi indikator Penanganan dalam peran pemerintah




menanangani konflik antara PTPN dan masyarakat Maiwa di Kabupaten

Enrekang, Pihak dari PTPN telah menerima surat dan menghadin pertemuan
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Enrekang, pemerintah menanggapi melakuan negosiasi kepada kedua belah

pihak melalui persuratan maupun pendekatan secara personal tetapi kadang
tidak ada respon dart pihak PTPN maupun masyarakat

Setelah melakukan wawancara kepada Empat narumber. peneliti
mendapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa peran pemerintah dalam
Penanganan konflik antara PTPN dan Masyarakat pemerintah baik itu

Kecamatan ataupun pemenintah desa Melakukan negosiasi apabila musyawara
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tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah akhir vang di ambil oleh

pemerintah. Padahal ini yang dilakukan pemerintah daerah untuk Penanganan

mformas: yang baik dalam penanganan konflik

Berdasarkan teori tersebut saya melihat pemerintah daerah Kabupaten
Enrckang meberikan Verifikasi terhadapa PTPN dan masyarakat Maiwa.
Pemerintah menyarankan agar kedua belah pihak memverifikasi hak

terselesaikannya masalah tersebut agar tidak terjadi yang lebih buruk lagi.

diperlukan untuk mengukur kebenaran dan kompatibilitas satu sama lain.




Berikut hasil wawancara yang di ungkapkan oleh N M selaku informan

dengan cara Verifikasi yang membahas tentang peran pemerintah dalam penganan

tap membantu masyarakat terkait
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tetap saja gagal menurut masyarakat, karena tanah mereka belum di kembalikan,
dan pada tahun 1998 sebanyak 1.020 hektar tanah masyarakat di kembalikan akan
tetapi masih ada masvarakat vang belum mendapatkan haknya karena dan 5.320
hektar yang di kelolah oleh perkebunan Kelapa Sawit hanya seluas 3000 hektar

Hak Guna Usaha (HGU) yang seharusnya di kelola oleh PT PN Keera Maruangin.

Berikut hasil wawancara yang di ungkapkan oleh RA selaku informan

yang membahas tentang peran pemenintah dalam penganan konflik antara PTPN




dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang,

“Pemerntah sudah memverifikasi lahan yang terkena damfak konflik
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yang terdampak konflik antara PTPN dan Masyarakat pemerintah telah

menetapkan lahan mana yang termasuk milik warga lahan kosong dan lahan Tak

Ber HGU untuk menangani masalah ini sebagai orang ketiga vang netral sehingga

kedepanya masyarakat dan PT_PN tidak lagi berkonflik .




mempertemukan dua bela pihak yang berkonflik sudah berjalan

sebagaiamana mestiva sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,
vaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan. Dalam hal mi
pemenntah menuliki peran fasiliator telah memberikan Penangan terhadap
konflik antara masyarakat dengan PTPN Keera Unit Maruangin sedikit
demi sedikit. Pemenintah kabupaten Enrekang tetap memberikan solusi
dan jalan keluar dengan melakukan mediasi 2) Penaganan, dalam Hal ins
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Pemermiah kabupaten enrekang telah melakuan pertemua guna melakukan

negoisasi pembagian laha secara merata agar tidak terjadi konflik yang
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Berdasarkan kesimpulan yang penulis jelaskan diatas maka adapun
Saran penelitian yang direckomendasikan yaitu sebagai berikut:
|. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap konflik
masyarakat dengan PTPN XIV Keera Maruangin karena peran
pemerintah dalam konflik tersebut sangat berperan penting dalam
Penanganan konflik lahan dan pemerintah Enrekang adalah jembatan

penghubung antara keduanya.




2. Dalam melakukan verifikasi, Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan
pemerintah  Kabupaten Enrckang harus lebih hati-hati  dalam
pengukuran, mereka tidak Bisa berpihak kepada siapa-siapa karena
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